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TENTANG
PENETAPAN KELUARGA SASARAN p
BANTUAN LANGSUNG TUNAI

TAHUN 2023

ENERIMA MANFAAT
ESA (BLT DESA)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA LIPURSAR], -
mimbang ¢ & bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Peraturan Menteri
Desa, lPembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas
Penggunaan Dana Desa Tahun 2023, Dana Desa ditentukan
penggunaannya untuk Bantuan Langsung Dana Desa dalam
mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem
paling banyak 25% (dua puluh lima perseratus) dari total
pagu Dana Desa setiap Desa;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa
tentang penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa

Tahun 2023;

Tgingat - 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukar
en Dalam Lingkungan Propinsi Djawe

Daerah-Daerah Kabupat
ah diubah dengan Undang-undang

Tengah sebagaimana tel :
Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I
Batang Dengan Mengubah Undang-Undang No.13 Tahur

1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupater

i insi baran Negar:
ngan Propinsl Jawa Tengah (Lem
e g Tahun 1965 Nomor 52, Tambahai

Republik Indonesia : -
Lblik Indonesia Nomor 2757);

2 Iﬁmbarﬂ:'lj lfjefnara e 08 Tahun 1999 tentan

B sd o ‘h dan Bebas dan Korups

Penyelenggaraan
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mor 7o N Nepare
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N 1C818 Nomo,; 185 *ahan Lembar; onesls Sakun
Undang undang =Sl Sebagaimg an Negara Republik

’ N na el :
Kedua atas omor 19 T, clah diub :
‘ _UI atas Undane Tahun 2019 i sh; dengan
K &-Ur tentang P
omisi Pemberg dang Nome ang Perubahan

e . r 30 Tah . ,

Negar: Ntasan - 3 ahun 2002 tent
Negara Republik 1y Tm_d.m Pidana Korupei entang
Tambahan - ”dnnl::-;lu Tahu ‘ psl (Lembaran
6409); b n 2019 Nomor 197,

Negare ;
Und “Bara  Republik Indonesia Nomor
lang-Undane
K“u’m:‘mnclank Nomor 33 Tahun 2004 t
“uang: _ entang Perimbangan
aran Ne erintah - Pusat dan Pemcﬁntaﬁan
Nomor 126, Tarnbahtmg&;ra Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 4438): «mbaran Negara Republik Indonesia

Antara Pe
Daerah (Lemb .

Undang-Undan . )
tesitiiog Desn i:;&:ﬁl:}k Nl:donesi.a Nor‘nor 6 Tah}m 2014
2014 Nomor 7, Tambahaﬁarie Republik Indonesia 'I‘ahu‘n
Indonesia Nomor 5495); e Fegaia. Regubii
Dpn .
e ", B G
: emindahan Tempat Kedudukan
Pcmcmiuah Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38 dan Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2989);
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11
Tahun 2019 tentang perubahan Kedua atas Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 'I‘ahu.n 2014 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 'I‘ahun 201‘4
Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5539);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana

ber dari Anggaran pendapatan dan Belanja
Negara Republik Indonesia Tahun 20 1.4
Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 168, Tambahas Jah diubah beberapa kali terakhir

Nomor 5558) sebagaimana te
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dengan Peraturan
Perubahan atas
tentang Dang Desa
Pendapatan dan Bel
Indonesia Tahun

Pemeri
‘Tintah Nom
Peraturan p or 8 Tahun 2016 tentang

emerintah Nomor 60 Tahun 2014
) yh:-mg bersumber dari Anggaran
“ Negara (Lembaran Negara Republik

201¢ ot S
Negara Republik Imlnnv':i N{;‘m“' Sy e
N ‘s1a Nomor 5864,

9, Peraturan Menter;
P I._hd“:1,1:_;52"‘““ Negeri Nomor 110 Tahun 2016
) 4 saywars — ‘e .
Indonesia Tahun 2017 Nyonf:tlnft:(;].ncw Berith egara Ropitil
Den o4 - . . »
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016

tentang Kewenangan De
\ sa (Beri . 2
Tahun 2016 Nomor 1037). (Berita Negara Republik Indonesia

anj

L f’craturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
entang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 N . A

12. Peraturan Menteri D P
vansmigrasi He e.sa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan

publik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019
tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 1203);

13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020
tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan
Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Repubik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);

14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022
tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);

15. Peraturan Daerah Kebupaten Wonosobo Nomor 5 Tahun 2018
tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 5);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 18 Tahun
2022 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten
Wonosobo Tahun 2022 Nomor 18);

17. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 96 Tahun 2022 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun
2022 Nomor 96);

18. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor ........ Tahun 2022 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten

Wonosobo Tahun 2022 Nomor .....);
19, Peraturan Desa Lipursari Nomor 04 Tahun 2016 tentang

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

Kewenangs
Setbmangn Lgijsla Serdasarkan Hak Asal Usul D
Tahun 2016€ & Berskala Des igp =
.- 2016 Nomor 04); a (Lembaran Desa Lipursari
20. Peraturan Desg; .
ey Pe:a;lanl,;?ursaﬁ Nomor 6 Tahun 2019 tentang
; ) n
Lipursari Tahun an  Jangka Menengah Desa, Desa

) 2019 -
Tahun 6 Nomor 2019); 2024, (Lembaran Desa Lipursari

21. Peraturan i
Desa Lipursari Nomor 3 Tahun 2022 tentang

Rencana Kerja Pe :
: 3 merintah D
Lipursari Tahun 2022 Nomore:_:ﬁ Tahun 2023 (Lembaran Desa

22. Peratur )
2 Anfg-gar‘:\l? gzrslz Lipursari Nomor 4 Tahun 2022 tentang
(Lembaran De - ldan Belanja Desa Tahun 2023
sa Lipursari Tahun 2022 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

PENE’:‘JT;AN KELUARGA SASARAN PENERIMA MANFAAT
BAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT DESA)

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa Lipursari Kecamatan Leksono Kabupaten
Wonosobo yang merupakan kesatuan masyarakat hukum
vang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk
mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat,
berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui
dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan
Republik Indonesia.

2. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang
ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati
bersama Badan Permusyawaratan Desa.

3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam
system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu Perangkat Desa
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

5. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang
mempunyai wewenang,  tUgas dan kewajiban untuk
menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan
tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

6. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang
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usia; dan/atay

4. keluarga ve "
Ba yang terdapat anggota keluarga difabel.

) — Pasal 4

‘nelapa nama-name
i bt o ”‘Il;l“"ll k“llll‘!!‘ga miskin ckstrem sasaran
snjadi bagian tid : -nllm] dituangkan dalam lampiran yang
menjé agie 1wdak lerpisahkan dengan peraturan ini.

penerima manfaat

| BAB 111
PENYALURAN BLT DESA

Pasal 5

' Desa diberikan selama kurun waktu 12
an scjak bulan Januari sampai dengan Desember

(1) Penyaluran BLT
(bulan) bul
2023;

(2) Penyaluran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) diberikan setiap
bulan; dan

(3) Penyaluran sebagaimana dimaksud ayat (2) diberikan secara
langsung kepada penerima manfaat (cash).

BAB IV
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 6
Monitoring dan evaluasi BLT Desa dilaksanakanan oleh:
a. Badan Permusyawaratan Desa;
b. Camat;
c. DPMD Kabupaten; dan
d. Inspektorat Kabupaten.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 7
Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita

Desa Lipursari.
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